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GUBERN UR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

&,

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajul—ran Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran (APBD)
disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk memperoleh
persetujuan bersama,;

. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2024 yang
diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024 vang dijabarkan kedalam kebiyjakan umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan

Rakyat Papua;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Papua Tahun Anggaran 2024;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi - Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2907);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
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. Undmg-undung Nomor 28 Tahun 1999  tentang
Penyelenggaran Negarn yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3351),

6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Nepara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4246,

#. Undang-undang Nomor l Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4151);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

10, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); '

11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor | 3(), Tambahan L(:.l'["ll)f.ll‘éll"l N(?H“[‘H
Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Ne gara
Republik Indonesia Nomor 5234);

13, Undang-undang ...../3




E e Y "ﬂlp'-m

13. Undang-undang Nomor 23 Tzahun 2014 Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambzahan Lembaran Negarza

Republik Indonesia Nomor 5679);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentgng Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu_n
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 435795);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor o6 Tahun 2005 tentang

Sistem Informasi Keuangan Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan
Gubernur Sebagair Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
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28. Peraturan Pemenintah RI Nomor 12 Tehunm 2019

Keuangan Deerah (Lembersn Negsrs
lndnnm'lhhun 2019 Nomor 42, Tembehen

se
terakhir dengan Seratursn Sresiden
W hlmn 2012 tentang Perubshen Kedus Atss

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ?ﬁ*m&w
Jtu Pemerintah (Lembaran Negurz Reoubiik
a Tahun 2012 Nomor 153);

A Presiden Nomeor 84 Tahun 2012 tentang Pengudssn

-‘ n" .l . ! _.
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Mmmri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013 tentans

Produk Hukum Daerah (Berita Newuras Resubiik
a Tahun 2015 Nomor 2036):
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42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang

Klngilikasl, Kodelikasi dan Nomenkelatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah,

A0 Peraturan Mentert Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Higtem Informasi Pemerintahan Daerah;

M Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

AL Peraturan Mentert Dalam  Negeri Nomor 79 Tahun 201_8
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),

A6, Peraturan Mentert Dalam  Negeri Nomor 19 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Helanja Dacrah Tahun Anggaran 2024,

7 Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri Republik' Indonesia
Nomor 900, 1,1-6680 Tahun 2023 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Anggaran
Pendapatan dan  Belanja  Daerah Provinsi Papua
Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Gubernur
Papua tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provingt Papua Tahun Anggaran 2024,

J8, Peraturan Daerah Provinst Papua Nomor 24 Tahun 2013
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinst Papua Tahun 2013 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan
GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagai
berlout i

L. Pendapatan Daerah Rp 2.739.243.604.215,00
2o Belanja Daerah Rp 3.009.243.604.215.00
Surplus/(Defisit) Rp. (270.000.000.000.,00

S, Pembiayaan Daerah
a, Penerimaan Rp 285.000.000.000.00
b, Pengeluanran Rp 15.000.000.000.00
Pembiayaan Netto : H‘p 2 /0.000.000.000.00
Sisa Lebih Pembiayaan Angparan Rp . 0.00

Tahun berkenaan:

Pasal 2 O
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Pasal 2
1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
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a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 565.381.850.000,00
b. Dana Transfer sejumlah Rp 2.172.861.754.215,00
c. Lain — Lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 1.000.000.000,00

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp 386.285.664.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 130.021.186.000,00
¢ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp 44.500.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah sejumlah Rp 4.575.000.000,00

3) Dana Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :

a. Dana Transfer Umum Rp 831.894.029.000,00
b. Dana Transfer Khusus Rp 159.056.699.000,00
c. Dana Otonomi Khusus Rp 480.248.851.000,00
d. Dana Tambahan Infrastruktur Rp 608.369.055.000,00
e. Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 93.293.120.2415,00

4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp 1.000.000.000,00
b. Lain-Lain Pendapatan sesuai Rp 0,00
dengan Ketentuan

Pasal 3
1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Operasi sejumlah Rp 2.2352.986.230.154,00
b. Belanja Modal sejumlah Rp 9524.358.964.787.,00
c. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 11.520.581.274,00
d. Belanja Transfer sejumlah Rp 220.377.828.000,00

2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp 676.774.114.991.00
b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 1.175.355.002.555.00
c. Belanja Hibah sejumlah Rp 400.283.112.608.00
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 574.000.000,00

lllllll



3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdi
jenis belanja :
a. Belanja Tanah sejumlah Rp 14.062.500.000,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin sejumlah Rp 63.843.376.178,00
c. Belanja Gedung dan Bangunan sejumlah  Rp 32.927.427.354,00
d. Belanja Jalan,Jaringan, Irigasi sejumlah Rp 411.925.019.955,00
¢. Belanja Aset Tetap Lainnya sejumlah Rp 641.300,00
f. Belanja Aset Lainnya sejumlah Rp 2.000.000.000,00

4.) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut ¢ terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 11.520.581.274,00

©.) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurutf d terdirt dari
jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 220.377.828.000,00
b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 0,00
Pasal 4
1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp 285.000.000.000.00
b. Pengeluaran sejumlah Rp 15.000.000.000,00
2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun ERLa
Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah  Rp 285.000.000.000,00

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0.00

b. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah

daerah sejumlah Rp 15.()00.()()0.000,0D

¢. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0.00

d. Penerimaan pinjaman daerah Rp Q.00
Pasal 5

L. Lampiran I ... /8



4. Lampiran IV
5 Lanoidai V

6. Lampiran VI
7. Lampiran VII
8. Lampiran VIII
9. Lampiran IX

10. Lampiran X
11. Lampiran XI

12. Lampiran XIl Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XlIIl Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6
Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7
(1) Pemerintah Provinsi Papua dapat melakukan pengeluaran yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang
APBD, dalam hal terjadi:
a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti

bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya;

€. memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga:

{. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup; dan/atau

g. kewajiban lain amanat peraturan perundang-undangan yang belum
tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
merubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD yang selanjutnya
ditampung dalam Rancangan Perubahan Peraturan Daerah tentang APBb,
dtan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak
dilaksanakan perubahan Peraturan Daerzah tentang APBD.

(3) Keadaan Darurat....... /9
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(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit

memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(4) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pula
belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat,;
(5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya

dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hurut
a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-Perangkat Daerah;

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-Perangkat Daerah,

kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal 8

(1) Pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan
dasar pengesahan DPA-Perangkat Daerah oleh PPKD setelah memperoleh

persetujuan sekretaris daerah.
(2) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terlebih dahulu diatur dengan
peraturan kepala daerah.

Pasal 10
Apabila terjadi Perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan
Pemerintah Provinsi Papua, maka terhadap program dan kegiatan pada perangkat

daerah dimaksud dilakukan penyesuaian APBD dengan cara melakukan
perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD mendahulul penetapan peraturan daerah
tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya ditampung

dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 9....... /10
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